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Keselamatan WNI Lebih Utama

DPR Dukung Moratorium
Pengiriman PMI Ke Timteng

DPR setuju dengan rencana Pemerintah melakukan
moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia
(PMI) ke Timur Tengah (Timteng). DPR menilai,
moratorium ini tepat demi keselamatan warga
negara di tengah konflik geopolitik global.

ANGGOTA Komist IX DPR
Netty Prasetivani mengatakan,
perlindungan terhadap PMI harus
jadipriotitas utama di kondisi kri-
sis global saat ini. Pasalnya, risiko
vang dihadapi tidak hanya berupa
ancaman fisik saja, melainkan
juga berdampak terhadap beban
psikologis.

Agar kebijakan i efekuf,
Netty mengusulkan moratorium
disertai langkah mitigasi kompre-
hensifhagi calon pekerja migran.
Pemerintah perlu menyiapkan
alternatif penempatan di negara
aman agar peluang ketja masva-
rakat tetap terbuka lebar.

* Agar kebijakan tersebut tidak
menimbulkan dampak ekonomi
lanjutan bagi para pencari kerja.”
ujarnya, Jumat (24/3/2026).

Selanjutnva, Netty menyo-
roti kesiapan Pemerintah dalam
menghadapi kemungkinan eska-
last kooflik di Tiraue Tengah, Pro-

ses evakuasi serta perlindungan
bagi PMI yang masih berada di
kawasan 1tu harus berjalan opti-
mal. Lavanan pendampingan
pskologis juga perlu disediakan
secara maksimal dan mudah diak-
ses oleh selurul pekerja.
Menurutnya, Kementerian
Perlindungan PML (P2MI) wajib
terus berkoordinasi dengan Ke-
menterian Luar Negeri {(Kemlu)
serta melibatkan DPR dalam
mengambil kebijakan strategis.
“Kebijakan harus tetap men-
jaga keseimbangan antara aspek
perlindungan keamanan dan ke-
berlanjutan ckonoimi para pekerja
migran Indonesia,” katanya.
Senada Wakil Ketua Komisi
IX DPR Putlh Sari menyoroti
penguatan perlindungan PMI
di wilayah berisiko tinggi. Ke-
selamatan warga negara wa-
jib jadi prioritas utama dalam
setiap kebijakan penempatan
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tenaga kerja ke luar negerd. Tt
merupakan bentuk tanggung
jawab negara dalam melindungi
seluruh masyarakat.

Keberadaan PMI di wilayah
konflik, menurutnya, membawa
risiko tinggi terhadap kesela-
matan jiwa. Diperlukan langkah
mitigasi tegas seria terukur dari
Pemerintah untuk meminimalisis
ancaman itu. Pekerja yang berada
di lokasi bahaya memiliki tingkat
kerentanan sangat besar sehingga
pengamanan bagi mereka perlu
diperkuat secara khusus,

Dia meminta Pemerintah me-

lakukan pemetaan menyeluruh
tethadap kondisi geopolitik
negara twjuansebelum membuka
akses pekerjaan. “Faktor ke-
amanan harus dipertimbangkan
secara serius dan tidak hanva ter-
paku pada ketersediaan peluang
kerja saja.” tegasnya

Putih Sari mendorong opsi
kebijakan adaptif termasuk
merunda penempatan ke wilayah
tidak stabil. Jika kondisi suatu
negara tidak memungkinkan,
tnaka proses pengitiman tenaga
kerja harus dihentikan sementara.
Keselamatan nvawa para pekerja
migran merupakan hal utama
yang tidak bisa ditawar dalam
kondist apapun.

Selain in, Pemerintah juga per-
lu menylapkan langkah konkret
bagi PMI vang saat ini berada
di zona bahaya. Opsi permulang-
an atau evakuasi bertahap perlu
distapkan apabila situasi di la-
pangan semakin memburuk.
Negara harus hadir memikirkan
nasib warga yang sudah terlanjur
bekerja di tengah kondisi.

Langkah evakuasi itu juga har-
i didukung koordinasi kuat lintas
kementerian, lembaga. serta pet-

wakilan Indonesia di luar negeri.
Sinergi antar instansi bertujuan
agar proses penyelamatan berja-
lan eepat juga efekf. “Kehadiran
negara sangat dinanti untuk metn-
berikan rasa aman bagi warga
saat terjadi sitasi darurat yang
mengancam,” Lcapnya.

Menteri P2MI Mukhtarudin
sebelumaya mengungkapkan,
Pemenintah berpeluang menghen-
tikan sementara penetpatan PMI
didaerahkonflik menyusul adanya
eskalasi ketegangan antara Israel
dan Ametika Serikat (AS) tetha-
dap lran. Selanjutnya. Pemerintah

Juga tengah membahas alternatif

kebijakan latangan penempatan

untuk merespons perkembangan

situasi konflik di Timur Tengah.
Mukhtarudin menyebut, kebi-

jakan itu akan diambil apabila

keadaan sudah sangat memaksa
di lapangan. Keputusan diambil
setelah mempertimbangkan kon-
disi nvata serta hasil koordinasi
dengan instansi terkait. "Sebe-
lum secara resmi menerapkan
moraoriu penempatan, entuinya
kami akan betkonsultasi intensif
bersama Kernlu dan Komisi IX
DPR." terangnya. m pye
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